
WALIKOTA PALANGKA RAYA 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURA.J~ WALIKOTA PALANGKA RAYA 
NOMOR 6 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA 
NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Vims Disease 
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan dan kt:tentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Pasal 4 
ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Vims 
Disease 2019 (Covid-19) Dilingkungan Pemerintah Daerah, pcrlu 
menetapkan Perubahan Peraturan Walikota Nomor 63 
Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya 
tentang Perubahan Kedua at.as Peraturan Walikota 
Palangka Raya Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya 
Tahun Anggaran 2020; 

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2753); 



3 . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 

4 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

7 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tang,,<>ung Jawab Keuangan Negara (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

9 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nas ional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4456); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Len1baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 



13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5256); 

14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indones ia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4513), sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 



20. Peraturan Pemerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4812), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 ten tang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor l Tahun 2008 tentang Investasi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia TahWl 2011 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5261); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5533); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6322); 

32. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor l 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6485); 

33. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 81); 

34. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perudang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

35. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 165), sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210); 

36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
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38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indones ia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 99 Tahuu 2019 tentang Perubahan Kelima atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Dacrah {Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang 
Biaya Operasioanal dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
Pada Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425); 

42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD 
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1744), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD 
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 198); 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036}, sebagaimana diubah dengan 



45. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang 
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk 
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional 
Pada Fasilitas Kesehatan Tingka t Pertama Milik Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 761); 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil 
Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811); 

48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan 
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1500); 

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada 
Badan Usaha Milik Dacrah Penyelenggara Penyediaan Air Minum 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399); 

50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang 
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 197); 

51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang 
Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang Berasalal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 996); 

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang 
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); 



55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 655); 

56. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang 
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 400); 

57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem lnformasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
IndonesiaTahun 2019 Nomor 1114); 

58. Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (BeriLa Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

59. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07 /2019 tentang 
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik 
Indones ia Tahun 2019 Nomor 1068); 

60. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2019 tentang 
Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang 
Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1782); 

61. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 
Percepatan Penanganan Corona Vin,s Disease 2019 (Covid-19) 
Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

62. Peraturan Menteri Kcuangan Nomor 19/PMK.07 / 2020 tentang 
Penyaluran Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam 
Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250); 

63. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 / PMK.07 / 2020 tentang 
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 377); 

64. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya 



65. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya 
Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Palangka Raya 8); 

66. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya 
Tahun 2018 Nomor 3); 

67. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya 
Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Palangka Raya Nomor 2); 

68. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 
tentang Rcncana Pembangunan Jangka Mcn<::ngah Daerah Kota 
Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota 
Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2); 

69. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya 
Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2); 

70. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota 
Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19); 

7 1. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor l 4 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 
Nomor 14); 

72 . Peraturan Walikota PaJangka Raya Nomor 35 Tahun 2017 
tentang Peraturan Pe]aksana Peraturan Daerah Kota 
Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya (Berita 
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 35); 

73. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2018 
tentang Analisis Setandar Belanja Pemerintah Kota 
Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 
Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 

.... .... - ~ ..... 



-- - --

74. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2019 
tentang Rencana Kerja Pcmerintah Daerah (RKPD) Kota 
Palangka Raya Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Palangka Raya 
Tahun 2019 Nomor 18); 

75. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 63 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Palangka Raya 
Tahun 2019 Nomor 63); 

76. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 63 
Tahun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota 
Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 4); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 63 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 . 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 
63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 63) 
d iubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah menjadi : 

Pasal 2 

(1) Penjabaran APBD berdasarkan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 terdiri atas : 

a. Pendapatan : 
- Semula 
- Berkuranfl 

Rp. 1.220.703.841.518,60 
Ro. 140.940.101.063.56(-) 



b. Belanja Daerah 
l. Belanja Tidak Langsung : 

- Semula Rp. 633.033.186.610, 14 
- Bertambah Rp 61.885.894. 750,02(+) 
- Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 694.919.081.360, 16 

2. Belanja Langsung: 
- Semula Rp. 6 13.606.738.719,20 
- Berkurang Rp. 202.825. 995.813,58{-) 
- Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 410.780.742.905,62 

Surplus/ (Defisit) Rp. (25.936.083.810, 74) 

c. Pembiayaan Daerah Rp. 25.936.083.810,74 
1. Penerimaan Pembiayaan Dacrah Rp. 37.436.083.810,74 

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp. 37.436.083.810,74 
Tahun Anggaran Sebelumnya 

- Pencairan Dana Cadangan Rp. 0,00 

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 11.500.000.000,00 
- Pembentukan Dana Cadangan Rp. 0,00 
- Penyertaan Modal (lnvestasi) Rp. 10.000.000.000,00 

Pemerintah Daerah 
- Pembayaran Pokok Utang Rp. 1.500.000.000,00 
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 25.936.083.810,74 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp. 0,00 
Berkenaan 

2 . Ketentuan Pasal 3 diubah menjadi : 

Pasal 3 

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 berdasarkan 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

3 . Ketentuan Pasal 4 diubah menjadi : 

Pasal4 

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 



4 . Ketentuan Pasal 5 diubah menjadi : 

Pasal 5 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 sesuai 
dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya. 

Diundangkan di Palangka Raya 
Pada tanggal, 23 April 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA PALANGKA RAYA, 

~ -

HERA NUGRAHAYU 

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 
TAHUN 2020 NOMOR S-

Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal, 23 April 2020 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

& 
FAIRID NAPARIN 



4. Ketentuan Pasal 5 diubah menjadi: 

Pasal 5 

Pelaksanaan Perubahan Penjabara.n APBD yang d itetapkan dalam Peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dala.in Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 
Saruan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 sesuai 
dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. 

Peraturan Walikota ini n1ulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memeri11tal1kan pengundangan Perattlran 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Palangka Raya. 

K:.5,JEAs'; 

,..:: AK~ At,A f .. 1 -- - -·----. 
Diundangkan di Palangka Raya 
Pada tanggal, April 2020 

SEKRETARTS DAERAH 
KOTA PALANGKA RAYA, 

HERA NUGRAHAYU 

SERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 
TAHUN 2020 NOMOR 

Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal, April 2020 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, r:-, r:::::. 
FAIRID NAPARIN 

BAO.IN PENGElOlA KEUAHGAN 
!LIN ltSIT D/.£P.AH 

SEKDA 

PELAKSANA 




